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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
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NOMOR
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TENTANG :
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

2 a.

Q

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah = sebagai
pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997,
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
diatur Retribusi Terminal;

. bahwa dalam rangka mengendalikan sektor transpor-

tasi jalan untuk keperluan menaikan dan menurun-
kan penumpang, perpindahan antar atau intra moda
angkutan serta mengatur kedatangan dan pem-
berangkatan kendaraan umum Yang aman tertib dan
teratur;

. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana

dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
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. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Talmm 1950);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3480);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685);

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3410);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang

Prasarana dan-Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara

Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3529);

9. Peraturan .....
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997,
Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkung
an Pemerintah Daerah;

Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95
Tahun 1990, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerin
tah = Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I
dan Daerah Tingkat II;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peratur
an Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun
1995, tentang Terminal Transportasi Jalan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997,tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daeran dan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang
Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan
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Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil wyang
melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peratur
an Daerah yang memuat ketentuan pidana;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor Nomor 7 Tahun 1995, tentang Pembentukan
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Bogor Nomor 8 Tahun 1995, tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR,

TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Bogor;
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. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
I1 Bogor;

. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

. UPTD Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
yang mengelola dan menyelenggarakan Terminal
penumparnd;

. Kepala UPTD Terminal adalah Kepala yang ber-

tanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan
terminal penumpang;

. Kepala Unit Terminal adalah Kepala yang ber-

tanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan
unit terminal penumpang;

. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor;

. Badan adaiah suatu bentuk Badan Usaha vyang
meliputi Perseroan Terbatas,Perseroan Komanditer,
Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun,Persekutuan,
Perkumpulain,Firma, Xongsi,Koperasi, Yayasan, atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun,
Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya;

. Terminal adalah prasarana transportasi jalan
untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan
barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkat
an kendaraan umum,yang merupakan salah satu wujud
simpul jaringan transportasi jalan;
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. Terminal Barang adalah prasarana transportasi
jalan untuk keperluan membongkar dan memuat
barang serta perpindahan antar dan atau intra
moda barang transportasi;

. Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan
tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis
umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya
disetor ke Kas Daerah;

. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut
Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penye-
diaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang,
kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasili-
tas lainnya dilingkungan terminal vyang dimiliki
dan atau dikelola oleh Pemerintah;

. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermctor
vang dilengkapi sebanyak-banyaknya & ( delapan )
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemu-
dinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi;

. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada
kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk
pengangkutan orang;

. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor
yvang disediakan untuk dipergunakan oleh umum
dengan dipungut bayaran;

. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi lebih dari 8 { delapan ) tempat duduk
tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
bagasi;
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. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi;

. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
vang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi
untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas
terminal; ;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT
adalah surat Kkeputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat
Keputusan vyang menentukan jumlah kelebihan pem-
bayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang
atau tidak seharucnya terutang;

. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau dendz;

. Surat Keputusan keberatan adalah Surat Keputusan
atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain
vang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diaju-~
kan oleh wajib retribusi;

2. Pemeriksaan .....
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2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan Kke-
patuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

aa. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi
daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh penyidik pegawal negeri sipil yang selanjut-
nya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana dibidang retribusi daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

ab. Pejabat adalah pegawali yang diberi tugas tertentu
dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
NAMA, COBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi
sebagal pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat
parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,
tempat Xegiatan usaha,fasilitas lainnya dilingkungan
terminal vyang dimiliki dan atau di kelola oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 3
(1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan

fasilitas terminal yang meliputi :

a. penyediaan .....
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a. penyediaan tempat parkir penumpang dan bis
umum;

b. penyediaan tempat kegiatan usaha;

c. fasilitas lainnya dilingkungan terminal.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan
dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola
oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan
yang menggunakan fasilitas terminal.

BAB III
GOLONGAN RETRIRBUSI
Pasal 5

(1) Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi
jasa usaha.

(2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

Retribusi Angkutan Kota/Pedesaan;
Retribusi Bis penumpang;

Retribusi Taksi;

Retribusi Kios, Kantin, Wartel dan Bengkel;
Retribusi Pencucian Kendaraan;

. Retribusi Kamar Mandi dan Kamar Kecil/WC;
Retribusi Pelayanan Informasi/Pemanggilan;
Retribusi Loket Bis;

Retribusi Penginapan Orang/Awak Kendaraan;
Retribusi Kendaraan nginap di Terminal;
Retribusi Penyelenggaraan Agen Bis;

1. Retribusi Tempat Parkir.

R mame aa U
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BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwen
si jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasi-
litas terminal.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan struktur dan
besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan
untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai
pengganti biaya penyelenggaraan,keamanan, kebersihan
dan administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

truktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai
berikut :

JENIS PELAYANAN

JENIS KENDARAAN/
UKURAN FASILITAS

TARIF

Penyediaan tempat
parkir

Kendaraan penumpang
dan Bis umum.

Angkutan Kota :

-Otolet Rp. 200,-/sekali masuk
-Bis Kecil Rp. 500,-/sekali masuk
-Bis Besar Rp. 1.000,-/sekali masuk
-Taksi Rp. 500,-/sekali masuk
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-Angkutan antar
Kota :

-Bis Kecil Rp. 1.000,-/sekali masuk
-Bis sedang Rp. 1.500,-/sekali masuk
~-Bis Besar Rp. 2.000,-/sekali masuk
Pemakaian ruang tidur|Ruang Tidur Rp. 5.000,-/orang/malam
/Ruang kendaraan Ruang Kendaraan:
-0Otolet Rp. 3.000,-/malam
-Bis kecil Rp. 5.000,-/malam
~Bis Sedang Rp. 7.500,-/malam
-Bis Besar Rp.10.000,-/malam
-Taksi Rp. 5.000,-/malam
Tempat Kegiatan Usahal-Kios Rp. 1.000,-/hari
-Kantin Rp. 2.500,-/hari
-Wartel Rp. 2.500,-/hari
-Bengkel Rp. 5.000,-/hari
-Loket Ris Rp. 1.000,-/hari
Tempat kegiatan usaha|Penyelenggaraan
Agen Bis Rp.30.000,-/bulan
Pemakaian fasilitas [Cucian Kendaraan
lainnya tolet Rp. 3.000,-/Kendaraan
-Bis Kecil Rp. 6.000,-/Kendaraan
-Bis Besar Rp. 7.000,-/Kendaraan
-Bis Taksi Rp. 5.000,-/Kendaraan
Kamar Kecil/WC
-Buang Air Kecil|Rp. 200,-/orang
-Buang Air Besar|Rp. 300,-/orang
-Mandi Rp. 500,-/orang
-Pemanggilan Rp. 200,-/satu kali
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BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah
tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk
mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan-
nya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
dengan Pihak Ketiga.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
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BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) setiap
bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di-
bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(1)

(2)

(1)

BAB X1
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

Pembayaran Retribusi yang terutang harus di-
lunasi sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambat
nya 15 { lima belas ) hari sejak diterbitkannva
SKRD atau dokumen lain yvang dipersamakan,SKRDKBT
dan STRD.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pem—
bayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala
Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat
Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah
retribusi yang harus dibayar bertambah yang
tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi
dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan .....
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(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Ret-

(2)

(3)

(5)

ribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian
kepada Kepala Daerah.

Keputusan Kepala Daerah diberikan atas kelebihan
pembayaran retribusi yang diajukan dalam jangka
waktu paling lama 6 {(enam) bulan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
avat (2) Pasal ini telah dilampaui tidak men-
dapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang
diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbit
kan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu )
bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribu-
si lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila .....
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Apabila pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2
( dua ) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan
bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala
Daerah melalui Kepala Dinas dengan sekurang-
kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian Kkelebihan pembayaran
retribusi disampaikan secara langsung atau
melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti

pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan

dengan menerbitkan Surat Pembayaran Kelebihan
Retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diper-
hitungkan dengan utang retribusi lainnya,sebagai
mana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) Peraturan
Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.



- 16 -

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribu
si, antara lain untuk mengangsur karena bencana
alam dan kerusuhan.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedalu
warsa setelah melampaul jangka waktu 3 ( tiga )
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribu-
si, Kkecuali apabila Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh
apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Ret-
ribusi baik langsung maupun tidak langsung.
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BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewaji-
bannya sehingga merugikan keuangan Daerah di-
ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlsh
retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 22

(1) Pejabat Pegawal Negeri Sipil Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor yang diangkat sebagai Penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana &i-
bidang Retribusi Daerah.

—~
N
———

Wewenang Penyidik sebagimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah dan
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana pelanggaran Retribusi
Daerah tersebut;
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. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen-
dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah;

. menyuruh berhenti, melarang seseorang me-
ninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan
tindak pidana pelanggaran Retribusi Daerah;

. memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

). menghentikan penyidikan;

. melakukan tindakan lain vyang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah menurut hukum vang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan .....
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(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

BABR XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peratur
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3
Tahun 1992, tentang Retribusi Terminal Angkutan
Penumpang dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Bogor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal vyang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor.
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Ditetapkan di Cibinong. .
pada tanggal 12 September 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR BOGOR

KETUA,
ttd . ttd
H. ESO SUKARSO H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :
Nomor : 973.32-1079.
Tanggal : 9 Desember 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor :

Nomor : 31.

Seri : B.

Tanggal : 16 Desember 1998.
AR
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NIP. 480.048.428



